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TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu
tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut :

“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan
sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”"*®

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai
penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan
merugikan negara dan rakyat. '’

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin:
corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan
— badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,
pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.®

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers
menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut
masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi,
dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari
definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah

'® Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi,Djambatan,Jakarta,2007,him. 5

" M.D.J.Al Barry,. Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah. Surabaya:

Indah Surabaya, 1996, him. 208
'8 Evi Hartanti, 2007. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 8
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penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang
menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang
dikemukakan antara lain berbunyi *°:

“manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan
perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi’

Selanjutnya ia menjelaskan:

“istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh
pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum®

Dikatakan pula:

“pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos
administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh
kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan
kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap
sebagai perbuatan korupsi”’

la menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan political
corruption (korupsi politik) adalah:

“korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang,
janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi,
dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupso dalam jabatan
melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau
keputusan yang menyangkut pemerintahan

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law
Dictionary :

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk
mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan

kebenaran — kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau
kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh

19 Ibid, Evy hartanti, HIm. 9
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kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain

yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran — kebenaran lainnya”.?

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan
untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut
melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.?

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis,
pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang
sebelumya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada
perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi
rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena
itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif

(yang disuap).

20 Syrachmin & Suhandi Cahaya 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika,
2011, him. 10

http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html (diakses
tanggal 1 September 2014)
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Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan
negara sebagai berikut:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut.”*

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut
diuraikan sebagai berikut : %

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara atau daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

22 pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003.
% pasal 2 UU No. 17/2003
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i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

C. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya
Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni :*
a. Perbuatan yang Merugikan Negara
Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang — Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan.”

2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan
negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan

jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur

penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena

2 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk membasmi, KPK, Jakarta, 2006,
him. 19
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jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai
berikut ;
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).”
b. Suap — Menyuap
Suap — menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang
atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap
pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang
memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini
telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi :
a. Pasal 5 ayat (1)
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
c. Pasal 5 ayat (2);
d. Pasal 13;
e. Pasal 12 huruf a

f. Pasal 12 huruf b;

g. Pasal 11;
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h. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
i. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
J. Pasal 6 ayat (2);

k. Pasal 12 huruf c;

|. Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah
seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan
penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan
orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri
sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8
Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal—pasal lain
yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:
a. Pasal 9;
b. Pasal 10 huruf a;
c. Pasal 10 huruf b;

d. Pasal 10 hurufc,.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi

menjadi 2 yaitu :
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1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau
kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua)
bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena
mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa
orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang
menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e
Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang
atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu
adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya
tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal
12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri
yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan
oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI /

Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang
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mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang
dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai
negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang
lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur
tentang korupsi ini yaitu :

a. Pasal 7 ayat 1 huruf a;

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b;

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c;

d. Pasal 7 ayat (2);

e. Pasal 12 huruf h;

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang
atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan
yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses
seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi
atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling
kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan
menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada
instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka

itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i
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Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagai berikut ;
”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di

tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang
diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan
kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi
dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan,
biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 ¢ Undang-Undang

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut

Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :
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1) Discretionery corupption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya
kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah,
bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan
pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia
membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya
karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

2) lllegal corupption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan
bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh:
di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis
tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya
mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak
dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa
mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh
inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk
bisa diguakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan
tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak
sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang
berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corupption berada pada
kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

3) Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk
memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan

kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang
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mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara

terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender,

peserta harus bersedia memberikan uang ”sogok” atau ”semir” dalam jumlah

tertentu.

4) Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang

dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal

watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu

memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada

undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung

pemenangan pemilihan umum.?

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup

unsur-unsur sebagai berikut :

1.

2.

Perbuatan melawan hukum.
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga

suatu perbuatan

memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang

sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak

pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak

» Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK,Sinar Grafika, Jakarta, hal -23
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pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang

menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu

milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana
korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisir, baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum,
terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31
tahun 1999 pasal 1 ayat (1).

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan
dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan
pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak
dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan

pidana yang telah ada.
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3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas
Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana
dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu Kkorporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupih)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara
melakuakan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas

merugikan negara.

D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Delneeming)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang
melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana
adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal
55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 55 KUHP.
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1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana :

(1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan.

(2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 56 KUHP.
1) Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan :

(1). Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan.

(2). Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan
maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat
dibagi atas 4 macam, yaitu :
1. Pleger

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari

peristiwa pidana.
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2. Doen plegen
Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu
sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain,
meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan
sendiri peristiwa pidana.
3. Medpleger
Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya
harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, bahwa kedua
orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan
elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan
persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak
masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtige.
4. Uitlokker
Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang
membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan
dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.?®
Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat di jelaskan bahwa seseorang adalah
medeplichtig, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum
kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu
dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat
dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga

orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan

% R. Soesilo, KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1973,
hal.63
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kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang
yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan uitlokking. Bantuan
yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi
sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga
orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab

jika demikian, maka hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.
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